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PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

ot

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penanaman Modal Pasal 35 tentang kriteria
pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal
Kota Palopo;

bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan
Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan
dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan
Penanaman Modal dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian
kemudahan Penanaman Modal di Daerah; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan
Penanaman Modal di Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 };

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun . 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



15. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
25/SK/2004 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanaman
Modal;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009
tentang Penanaman Modal Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penanaman Modal,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG DASAR PENILAIAN

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

>

p‘ln

Daerah adalah Kota Palopo;

Pemerintah Kota Palopo adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

Walikota adalah Walikota Palopo;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutanya
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palopo;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palopo;

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaan daerah dan pembangunan
daerah;

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan;

Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam
modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
Pemberian Kemudahan adalah penyedian fasilitas dari pemerintah daerah
kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;



10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan
usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;

11. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan
penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman
modal adalah untuk menarik atau merangsang penanarnan modal di daerah dalam
rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup Peraturan ini sebagai berikut :
a. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahaan;
b. pelaporan dan Evaluasi.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip
kepastian Hukum;

kesetaraan;

transparansi;

akuntabilitas; dan

efektif dan efisien;

N

Pasal 5

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan di berikan kepada penanam modal
yang sekurang - kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
menyerap banyak tenaga kerja lokal;

menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

termasuk skala prioritas tinggi;

termasuk pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;
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j. melakukan industri pionir;

k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau

n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau
penanam modal yang menimbulkan dampak di Daerah.

Pasal 7

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan
jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 8

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf ¢ merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan
bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab
sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional
Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberlakukan kepada penanam
modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya
alam lokal.

Pasal 11

(1) kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen
analisis dampak lingkungan.

(2) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip
keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat
pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12
Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai
dengan :



a. rencana Tata Ruang;
b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
c. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung
Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang
dibutuhkan.

Pasal 14

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i
diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan
kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan
teknologi dimaksud.

Pasal 15

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j

berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;

b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi,

c. memperkenalkan teknologi baru; dan

d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan
daerah.

Pasal 16

kriteria berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada Pasa 5 huruf k
berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya berada di daerah perbatasan.

Pasal 17

Kriteria melaksanakan Kkegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 berlaku bagi penanam modal yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi
teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 18

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan
usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Pasal 19

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n berlaku



bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan
lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 20
Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang

dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi
penanam modal yang menanamankan modalnya di daerah.

BABV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Penerima insentif dan penerima ‘kemudahan penanaman modal meényampaikan

laporan kepada walikota paling sedikit 1 (satu} tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan
penggunaan insentif dan/atau kemudahan pengelolaan usaha, dan rencana
kegiatan usaha.

Pasal 23

(1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan
pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di
daerahnya secara berkala setiap 1 ( satu ) tahun sekali.

(2) Gubernur menyampaikan laporan kepada menteri dalam negeri mengenai
perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman
modal di daerahnya secara berkala setiap 1 ( satu ) tahun sekali.

Pasal 24
(1). Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang
memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
(2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
Pasal 25

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat di tinjau kembali apabila
berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria



sebagaimana di maksud Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

(1) Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini wajib di
sesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini di
Undangkan.

(2) Pemberian insentif yang di berikan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku
dinyatakan tetap berlaku sama dengan jangka waktu pemberian insentif
tersebut berakhir.

(3) Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang
sedang di proses di selesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku peraturan yang berkaitan dengan
pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan walikota ini.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 9 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,

(

—

.JUDAS AMIR

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN2018NOMOR 31



